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ABSTRAK 
skripsi ini membahas upaya perlindungan hukum terhadap isteri korban 
penelantaran rumah tangga. Penelitian ini bertujuan memperoleh pemahaman 
tentang perlindungan hukum terhadap isteri yang menjadi korban Kekerasan 
Dalam Rumah Tangga. Peranan petugas penegak hukum dalam melindungi 
hak-hak perempuan telah dimulai sejak ditemukannya kasus kekerasan ke 
petugas kepolisian hingga saat pemeriksaan di pengadilan. Diawali dari 
lembaga Kepolisian yang menerima pengaduan dari korban, setelah proses 
melapor, polisi membuat berkas perkara yang kemudian akan dilimpahkan 
kekejaksaan. Kemudian kejaksaan akan membuat dakwaan dan tuntutan yang 
akhirnya akan diputus oleh hakim di Pengadilan. Kejaksaan memiliki peran 
yang sangat penting dalam proses penegakan hukum pidana, karena dapat 
tidaknya perkara pidana masuk ke pengadilan adalah tergantung sepenuhnya 
oleh Kejaksaan (Penuntut Umum). Peranan seorang hakim dalam melindungi 
hak-hak perempuan adalah memberikan keadilan kepada korban maupun 
terdakwa dalam hal kasus tersebut telah diperiksa oleh pengadilan. Dalam 
upaya memberikan perlindungan hukum terhadap isteri yang menjadi korban 
penelantaran masih ditemukan beberapa kendala. Kendala tersebut 
diantaranya disebabkan oleh faktor hukumnya sendiri, faktor petugas penegak 
hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor budaya. 
 
Kata Kunci : Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), Korban, 
Perlindungan Hukum 
 
I. PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 
Sejak diundangkannya tahun 2004, 
berarti sudah sembilan tahun usia undang – 
undang Penghapusan Kekerasan Dalam 
Rumah Tangga sampai dengan sekarang, 
sudah cukup banyak kasus kekerasan dalam 
rumah tangga yang terungkap. Perempuan 
yang selama ini sering menjadi korban, juga 
cukup berani untuk mengungkapkan 
penderitaannya, bahkan kebanyakan dari 
mereka tidak hanya sekedar berkeluh kesah, 
tetapi juga berani mengambil tindakan yang 
diperukan guna menyelesaikan kasus yang 
dihadapinya. Hal ini menunjukan ada 
perubahan paradigma tentang kekerasan dalam 
rumah tangga, dari urusan privat menjadi 
urusan publik. 
Keberadaan perempuan yang seringkali 
digolongkan sebagai seconnd class citizens 
makin terpuruk akhir-akhir ini dengan adanya 
berbagai kekacauan, yang menciptakan 
korban-korban perempuan baru dalam jumlah 
yang cukup banyak, baik secara fisik 
(misalnya perkosaan, perbuatan cabul), 
psikologis (pelecehan, teror), dan ekonomis 
(penelantaran rumah tangga). 
1
  
Satu tujuan perkawinan sebagaimana 
yang terdapat dalam Pasal 1 Undang-Undang 
No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang 
sekaligus memberikan suatu definisi 
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perkawinan : “Perkawinan adalah ikatan lahir 
batin antara seorang pria dan seorang 
perempuan sebagai suami istri dengan tujuan 
membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang 
bahagia, kekal, berrdasarkan Ketuhanan Yang 
Maha Esa”. 
Kemudian dalam Pasal 33 ditentukan 
tentang hak dan kewajiban suami istri, “suami 
istri wajib saling mencintai, hormat 
menghormati, setia dan memberi bantuan lahir 
batin yang satu kepada yang lain”. 
Kedua Pasal diatas dapat diartikan 
sebagai larangan adanya kekerasan didalam 
rumah tangga sebab hal ini tidak sesuai 
dengan tujuan perkawinan serta hak dan 
kewajiban suami istri sebagaimana yang 
tercantum dalam Undang-Undang No. 1 
Tahun 1974 Tentang perkawinan. 
Kenyataan membuktikan telah banyak 
terjadi kekerasan terhadap perempuan 
khususnya di kota Palu. Data yang diperoleh 
dari KPPA (Komunitas Peduli Perempuan Dan 
Anak) Sulawesi Tengah. Menunjukan bahwa 
tindak kekerasan yang dialami oleh kaum 
perempuan setiap tahunnya meningkat. Tahun 
2012 jumlah kasus meningkat sampai 608 
kasus, diantaranya 131 kasus adalah kekerasan 
dalam rumah tangga, 294 kasus 
pemerkosaan/pencabulan, 50 kasus 
penganiayaan, 47 kasus perampokan, 36 kasus 
melarikan perempuan dibawah umur, dan 14 
kasus kekerasan dalam berpacaran.
2
 
Sebagian besar korban KDRT adalah 
kaum perempuan (istri) dan pelakunya adalah 
suami, walaupun ada juga korban justru 
sebaliknya, atau orang-orang yang 
tersubordinasi di dalam rumah tangga itu. 
Pelaku atau korban KDRT adalah orang yang 
mempunyai hubungan darah, perkawinan, 
persusuan, pengasuhan, perwalian dengan 
suami, dan anak bahkan pembatu rumah 
tangga, tinggal di rumah ini. Ironisnya kasus 
KDRT sering ditutup-tutupi oleh si korban 
karena terpaut dengan struktur budaya, agama 
dan sistem hukum yang belum dipahami. 
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KPPA Sulawesi Tengah merupakan Lembaga 
Swadaya Masyarakat (LSM) yang ranah advokasinya 
konsen terhadap kasus-kasus perempuan dan anak yang 
ada diwilayah Sulawesi Tengah. 
Padahal perlindungan oleh negara dan 
masyarakat bertujuan untuk memberi rasa 
aman terhadap korban serta menindak 
pelakunya. 
Berbagai bentuk kekerasan kepada istri 
tidak hanya bersifat fisik, seperti melempar, 
menampar, memukul, bahkan sampai 
membunuh. Namun juga bersifat non fisik, 
seperti menghina, berbicara kasar, ancaman, 
dan mengisolir istri dari dunia luar. Selain itu, 
ada juga kekerasan dalam bentuk kekerasan 
ekonomi seperti tidak menafkahi istri dan 
anaknya dalam kurun waktu lebih dari 3 
bulan. Kondisi seperti ini menyebabkan 
tekanan psikologis/kejiwaan terhadap sang 
istri. 
Ketidak pedulian masyarakat dan negara 
terhadap masalah kekerasan dalam rumah 
tangga karena adanya ideologi gender dan 
budaya patriarki. Gender adalah pembedaan 
peran dan karakteristik antara perempuan dan 
laki-laki yang dihubungkan dengan kodrat 
mereka. Pengertian patriarki adalah budaya 
yang menempatkan laki-laki sebagai yang 
utama atau superior dibandingkan 
perempuan.
3
 
Ideologi gender dan budaya patriarki 
kemudian oleh pemerintah dilegitimasi 
disemua aspek kehidupan. Hal-hal yang 
berkaitan dengan bidang domestik, seperti 
rumah tangga dan reproduksi dikategorikan 
privat dan bersifat personal misalnya : relasi 
suami-istri, keluarga dan seksualitas.
4
 Hal-hal 
yang bersifat domestik dan privat ini 
merupakan hal yang berada diluar campur 
tanga masyarakat/individu dan negara. 
Kondisi tersebut menimbulkan akibat 
kekerasan dan pelanggaran terhadap hak-hak 
perempuan, tindakan-tindakan yang 
melanggar hak perempuan dan seharusnya 
menjadi tanggungjawab negara dan aparat, 
justru disingkirkan menjadi urusan rumah 
tangga. 
Masalah utama yang perlu mendapat 
perhatian adalah perlindungan hukum 
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terhadap istri yang menjadi korban 
penelantaran rumah tangga oleh suami. 
Walaupun dalam Undang-Undang No. 23 
Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan 
Dalam Rumah Tangga, terdapat Pasal yang 
mampu menjerat pelaku ini, namun 
kelihatannya belum efektif. Hal ini disebabkan 
belum adanya penjelasan yang pasti tentang 
apa yang dimaksud dengan “Penelataran 
Rumah Tangga” dan masih terdapat 
diskriminasi terhadap korban yang mengalami 
kekerasan ekonomi seperti ini, fakta ini dapat 
dilihat dari data yang ada dikepolisian dan 
pengadilan yang sangat minim sekali dalam 
menyelesaikan kasus Kekerasan terhadap istri.  
Dengan hal-hal yang dipaparkan diatas, 
dan didorong oleh keinginan untuk 
mengetahui apakah sebenarnya yang 
dimaksud dengan penelantaran rumah tangga 
dan melihat bagaimana perlindungan hukum 
terhadap korban penelantaran rumah tangga 
tersebut, maka akan diulas dalam skripsi ini. 
B. Rumusan Masalah 
Dalam penelitian ini permasalahan yang 
dikemukakan adalah,  
1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum 
terhadap istri yang menjadi korban 
penelantaran Rumah Tangga di Kota Palu? 
2. Bagaimana kendala-kendala dalam 
pelaksanaan perlindungan hukum terhadap 
istri korban penelantaran rumah tangga?  
 
II. PEMBAHASAN 
A. Perlindungan hukum terhadap istri 
korban penelantaran rumah tangga. 
Perlindungan korban dalam proses 
peradilan pidana menurut ketentuan hukum 
pidana positif di Indonesia, berarti pada 
hakekatnya telah ada perlindungan in 
abstracto secara tidak langsung terhadap 
berbagai kepentingan hukum dan hak-hak 
asasi korban. Dengan demikian dapat 
dikatakan sistem sanksi dan 
pertanggungjawaban pidananya tidak secara 
langsung dan konkret tertuju pada 
perlindungan korban. Bukannya terhadap ganti 
kerugian atau penderitaan korban secara 
langsung dan konkret, melainkan 
pertanggungjawaban yang bersifat individual. 
Pengkajian Sebelum berlakunya UU 
PKDRT, KUHP sebagai salah satu ketentuan 
hukum pidana positif yang mengatur tentang 
perlindungan kepada korban tindak pidana. 
Namun, dengan adanya perkembangan dalam 
hukum pidana dan munculnya delik-delik baru 
seperti UU PKDRT Hal ini disebabkan karena 
adanya ketidak sinkronan antara KUHP 
sebagai hukum pidana secara umum yang 
mengatur sebelumnya dibandingkan dengan 
UU PKDRT sebagai hukum pidana yang lebih 
khusus. 
Di kota palu, berbagai bentuk kekerasan 
dalam rumah tanggapun sering terjadi, kondisi 
adat istiadat palu yang juga tidak lepas dari 
budaya patriarki yang mana menempatkan 
perempuan ataupun istri selalu pada posisi 
yang lemah. Seorang istri tidak dapat 
menuntut lebih kepada suaminya ketika dia 
tidak memiliki latar belakang pendidikan yang 
tinggi ataupun tidak berasal dari keluarga yang 
berekonomi tinggi. 
Penulis hanya dapat mewawancarai 7 
(tujuh) orang responden, 4 diantaranya 
menyatakan bahwa hubungan rumah tangga 
mereka hancur ataupun dalam hal ini 
ditelantarkan oleh suami diakibatkan awal 
pernikahan mereka hanya merupakan hasil 
perjodohan orang tua saja, artinya hubungan 
perkawinan ini tidak diawali oleh cinta. Dalam 
penyelesaian kasusnya pihak keluarga suami 
tidak memberikan respon baik untuk 
membantu menyelesaikan persoalan ini, yang 
ada korban (istri) hanya mendapat perlakuan 
yang kurang mengenakan misalnya, diberikan 
saran sebaiknya bercerai.
5
 
Contoh kasus ibu reni, ibu dua orang 
anak dan hanya merupakan ibu rumah tangga 
ini ditelantarkan oleh suaminya selama 1 
(satu) tahun 3 bulan (sebelum pelaporan ke 
KPPA Sulawesi Tengah), beliau dan anak-
anaknya tidak diberikan uang ataupun barang-
barang yang bisa menunjukan rasa 
tanggungjawab suaminya terhadap keluarga 
mereka, beliau begitu ketergantungan karena 
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tidak memiliki pekerjaan, kata ibu ini “selama 
saya tidak dinafkahi oleh suami saya, saya 
tinggl dirumah orang tua, karena saya tidak 
tahu mau kasih makan apa anak saya, saya 
tidak punya uang sepeserpun, selama ini saya 
mengharapkan dari suami saya itu”6. Dalam 
kasus ini seorang suami menelantarkan istri 
ataupun keluarganya yang memiliki 
ketergantungan ekonomi terhadap dirinya, ini 
merupakan tindakan melawan hukum, sebab 
sudah begitu jelas dalam UU PKDRT Pasal 9 
ayat (1) bahwa seorang suami dilarang 
menelantarkan orang-orang dalam lingkup 
keluarganya, yang mana menurut hukum yang 
berlaku baginya yang mana karena persetujuan 
atau perjanjian ia wajib memberi 
penghidupan, perawatan serta pemeliharaan. . 
Kasus seperti ini upaya perlindungan 
yang diberikan oleh pihak keluarga hanya 
memberikan tempat tinggal sementara dan 
membantu memulihkan mental korban, 
sedangkan dari KPPA sendiri memberikan 
perlindungan hukum berupa melayani korban 
melalui konsultasi, kemudian menjadi 
pendamping korban saat melapor kepihak 
kepolisian, hingga kasusnya sampai pada 
tahap putusan dipengadilan. 
Tiga orang korban penelantaran rumah 
tangga lainnya, menyatakan suaminya mampu 
berbuat demikian disebabkan adanya Wanita 
Idaman Lain (WIL). Untuk kasus ini, para 
korban lebih melaporkan kasusnya dengan 
perkara perselingkuhan, dan dapat dilihat 
bahwa perempuan juga kembali menjadi 
pelaku penelantaran rumah tangga ataupun 
dapat dijadikan sebagai akar masalah dari 
rusaknya suatu hubungan rumah tangga.  
Pihak kepolisian untuk kasus 
penelantaran rumah tangga seperti ini, sejak 
diterimanya laporan, korban akan 
mendapatkan perlindungan dari pihak 
kepolisian berupa perlindungan sementara, 
namun ketika terjadi sesuatu yang urgent 
maka kepolisian akan membuat surat 
penetapan perlindungan, misalnya korban 
akan ditempatkan dirumah aman, ataupun 
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Hasil wawancara dengan korban di kantor 
KPPA Sulawesi Tengah Tanggal 24 juni 2013 pukul 
16.00 Wita. 
akan dititipkan pada pendamping untuk dijaga. 
Namun pada kenyataannya sangat sedikit 
untuk kasus ini terdapat pengancaman 
didalamnya. Perlindungan itu diberikan 
sampai berkas kasus ini rampung dan 
dilimpahkan ke kejaksaan. 
Keadaan para penegak hukum maupun 
pendamping korban dapat berkoordinasi 
dengan pemerintah provinsi untuk bersama-
sama memberikan perlindungan kepada 
korban, perlindungan ini berupa pemberian 
fasilitas rumah aman kepada korban. Hal ini 
akan sangat membantu korban untuk 
mendapatkan rasa aman dan nyaman serta 
korban dapat memulihkan kembali 
psikologisnya. Sebab dirumah aman yang 
disediakan oleh pemerintah selain fasilitas 
sarana yang cukup memadai terdapat juga 
dokter-dokter yang ahli psikologi. 
Wilayah Sulawesi Tengah sendiri, 
berdasarkan hasil penelitian dan pengalaman 
penulis dalam pendampingan korban selama di 
LBH APIK Sulawesi Tengah. Aparat 
kepolisian, menurut Briptu. Risna Wati,
7
 
bagian pelayanan korban di Unit PPA 
Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah bahwa 
saat diterimanya laporan dari korban, pihak 
kepolisian akan melakukan mediasi antara 
pelaku dan korban, dengan pengharapan 
keluarga ini bisa menjadi utuh kembali, oleh 
karena itu tidak heran terkadang terjadi 
pencabutan laporan setelahnya. Namun ada 
juga kasusnya yang berlanjut sampai 
kepengadilan. 
Proses peradilan di pengadilan, 
terkadang kasus ini lebih condong menjadi 
kasus perdata, sebab dalam kasus ini hanya 
berbicara tentang kerugian materil yang 
dialami oleh istri, dan tidak tertutup 
kemungkinan akan berujung pada 
penyelesaian perkara perceraian. Rommel F. 
Tampubolon
8
 merupakan Hakim di Pengadlan 
Negri Tingkat 1, Provinsi Sulawesi Tengah 
menyatakan bahwa “kasus penelantaran rumah 
tangga ini, sangat sulit ditafsirkan menjadi 
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suatu tindakan yang melawan hukum, sebab 
didalamnya terdapat jangka waktu pemberian 
nafkah, sedangkan nafkah yang dimaksud 
tidak ditentukan berapa besarnya, maka ketika 
jangka waktu yang ditetapkan oleh undang-
undang penelantaran itu dalam kurun waktu 3 
(tiga) bulan, sama sekali tidak mendapat atau 
tidak diberikan nafkah oleh suami, dan ketika 
dalam beberapa minggu sebelum cukup 3 
bulan, korban diberikan nafkah berupa uang 
ataupun barang, maka ini tidak dapat 
dikategorikan sebagai penelantaran rumah 
tangga.” 
Dari pernyataan hakim tersebut dapat 
kita lihat betapa rentan dan begitu lemahnya 
keadilan untuk perempuan ataupun istri di 
dalam perundang-undangan, dimana 
perlindungan hukum untuk kasus ini, korban 
tidak mendapat ruang lebih untuk 
memperjuangkan haknya, khususnya hak 
ekonomi atas penghidupannya. 
Padahal perlindungan dan penegakan 
hukum bagi korban kekerasan dalam rumah 
tangga dapat diupayakan secara bersama untuk 
mendapat kemajuan yang progresif. Kemajuan 
akan didapat bila perempuan, pemerintah 
termasuk aparat penegak hukum didalamnya 
beserta LSM dan masyarakat bekerjasama 
dalam menegakkan hak perempuan.  
A. Kendala-Kendala Dalam Pelaksanaan 
Perlindungan Hukum Terhadap Istri 
Korban Penelantaran Rumah Tangga 
Berdasarkan laporan tahunan KPPA 
Sulawesi Tengah Tahun 2012 meskipun telah 
ada perkembangan yang baik dalam jumlah 
kebijakan, lembaga yang menangani korban 
dan koordinasi lintas instansi, tidak serta merta 
kualitas pelayanan dan penanganan sudah 
memenuhi kebutuhan korban KDRT atas 
kebenaran, keadilan dan pemulihan baik yang 
dialami korban dan/atau pelapor. 
Hambatannya muncul dalam berbagai lapisan, 
termasuk kapasitas dari lembaga-lembaga 
layanan yang ada. 
Segi substansi hukum, UU PKDRT 
bukan merupakan produk hukum yang 
sempurna, meski UU PKDRT merupakan 
terobosan yang progresif dalam sistem hukum 
dan perundang-undangan kita terkait dengan 
upaya perlindungan hukum terhadap korban 
KDRT. Berikut hambatan yang terkait dengan 
substansi hukum yang ada.  
1. Payung kebijakan di bawah undang-
undang, seperti peraturan-peraturan 
pelaksanaan dan alokasi anggaran negara, 
masih jauh dari memadai sehingga 
mempersulit penanganan yang sesuai 
dengan apa yang dimandatkan dalam 
Undang-Undang No. 23 Tahun 2004. Hal 
ini terutama terjadi pada tahap awal 
penanganan yang melibatkan polisi, 
lembaga layanan kesehatan, dan 
pendamping korban. 
2. Ancaman hukum alternatif berupa 
kurungan atau denda, ancaman hukuman 
terlalu ringan untuk kasus tindak 
kejahatan/kekerasan yang terencana dan 
kasus yang korbannya meninggal, 
kekerasan seksual, psikis dan ekonomi 
yang dilakukan suami terhadap istri, 
merupakan delik aduan. 
3. UU PKDRT lebih menitikberatkan proses 
penanganan hukum pidana dan 
penghukuman dari korban. Disatu sisi UU 
ini dapat menjadi alat untuk menjerakan 
pelaku dan represi terhadap siapa yang 
akan melakukan tindakan KDRT. Di sisi 
lain, penghukuman suami masih dianggap 
bukan jalan yang utama bagi korban, 
khusunya istri, yang mengalami KDRT. Ini 
pula yang menjadi alasan bagi korban 
untuk menarik pengaduannya di kepolisian. 
4. Dari segi struktur hukum, kendala utama 
hadir dari lembaga Pengadilan Agama. 
Karena kewenangan Pengadilan Agama 
adalah untuk menyidangkan persoalan 
perdata/keluarga, hakim di Pengadilan 
Agama cenderung tidak menggunakan UU 
PKDRT dalam menangani kasus perceraian 
sekalipun kekerasan disebutkan sebagai 
penyebab gugatan cerai.  
Sementara itu, di peradilan umum 
masih sering kita temukan: 
a. Aparat hukum belum memahami 
Undang-Undang Penghapusan 
Kekerasan dalam Rumah Tangga. 
Masalah Kekerasan dalam Rumah 
Tangga dianggap aib keluarga, sebagian 
besar kasus diselesaikan dengan upaya 
damai. 
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b. Aparat hukum yang mejadi mafia kasus, 
dimana menggunakan kasus ini sebagai 
ladang untuk mencari uang tambahan, 
baik korban ataupun pelaku dimintakan 
uang dengan alasan agar kasus yang 
ditangani cepat ataupun dapat 
diselesaikan sesuai kemauan korban 
ataupun pelaku. 
c. Interpretasi yang berbeda dalam 
menggunakan UU PKDRT. Kendati ada 
niat baik dari para penegak hukum untuk 
menggunakan undang-undang baru, 
masih terlalu banyak perbedaan persepsi 
antar penegak hukum sendiri yang 
mengakibatkan terhambatnya penerapan 
undang-undang ini. Perbedaan persepsi 
ini menyangkut pemahaman tentang 
bentuk-bentuk kekerasan dan elemen-
elemennya, cakupan “rumah tangga”, 
peran dan kualifikasi pendamping 
korban, peran pemerintah, hak pelaporan 
oleh komunitas, serta pengelolaan dana 
denda yang harus dibayarkan pelaku. 
5. Sarana dan prasarana, khususnya berkaitan 
dengan ruang pelayanan, ruang sidang dan 
perlengkapannya, kurang memadai, 
sehingga mengganggu proses persidangan 
maupun penyelesaian kasus, keterbatasan 
dana, keterbatasan tenaga dan fasilitas lain 
yang khusus dialokasikan untuk menangani 
kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga. 
Secara yuridis formal, UU No. 23 tahun 
2004 memang telah memberi perlindungan 
kepada korban penelantaran dalam rumah 
tangga. Akan tetapi masih saja dijumpai 
adanya tindak kekerasan di lapangan, yang 
tidak masuk ke pengadilan. Implementasi UU 
PKDRT “Pelaksanaan suatu rencana kebijakan 
dan program dalam rangka mencapai tujuan-
tujuan yang telah di tetapkan dalam rencana 
kebijakan dan program tersebut” dirasakan 
belum terpenuhi. 
Lebih spesifik lagi mengenai hambatan 
yang diemukan itu adalah sebagai berikut: 
1. Di kepolisian, ditemukan adanya 
kekurangsiapan dalam menangani kasus 
KDRT dengan Ruang Pelayanan 
Khususnya (RPK). Idealnya kasus-kasus 
kekerasan dalam rumah tangga ditangani 
oleh polisi wanita. Namun demikian saat 
ini jumlah Polwan masih sangat terbatas. 
Pada sisi lain, penyidik sendiri sering 
menghadapi kendala dalam menangani 
kasus KDRT adalah berkaitan dengan 
ketiadaan saksi, sehingga menyulitkan 
untuk proses pemberkasan dan lemahnya 
kasus tersebut jika sampai di pengadilan. 
2. Di lembaga Kejaksaan, yang melaksanakan 
tugasnya sebagai penuntut umum, 
berdasarkan UU Nomor 16 tahun 2004. 
Kejaksaan memiliki peran yang sangat 
penting dalam proses penegakan hukum 
pidana, karena dapat tidaknya perkara 
pidana, dalam hal ini tindak penelantaran 
rumah tangga masuk ke pengadilan adalah 
tergantung sepenuhnya oleh Kejaksaan 
(Penuntut Umum). Dalam praktek di 
lapangan, penanganan kasus kekerasan 
terhadap perempuan tidak secara khusus 
ditangani oleh jaksa perempuan,hal ini 
tergantung pada kebijakan pimpinan atas 
penunjukan jaksa. Meski sebenarnya tidak 
ada jaminan bahwa jaksa perempuan lebih 
baik dalam menangani kasus kekerasan 
terhadap perempuan, akan tetapi setidaknya 
dari sisi psikologis korban akan merasa 
lebih dipahami dan dimengerti apabila 
jaksanya perempuan. Jaksa perempuan 
akan lebih memahami bagaimana perasaan 
korban, seperti rasa malu, trauma ataupun 
perasaan perasaan lain yang merusak psikis 
korban. Dalam dakwaan kasus kekerasan 
dalam rumah tangga, seringkali Jaksa 
Penuntut Umum tidak membuat dakwaan 
tunggal, tetapi bentuk alternatif yang 
dialternatifkan dengan KUHP. Hal ini 
berarti, masih ada kekhawatiran jaksa 
penuntut umum dakwaan tidak terbukti 
kalau hanya menggunakan dakwaan 
tunggal. Seharusnya UU PKDRT menjadi 
Lex Spesialis. 
3. Dipengadilan. Hakim, mempunyai andil 
besar dalam perlindungan kepada korban 
kekerasan dalam rumah tangga. Hakim 
berhak memutuskan perkara, sehingga 
dengan adanya pidana yang dijatuhkan 
kepada pelaku bisa memberi perlindungan 
dan pencegahan terjadinya penelantaran 
dalam rumah tangga. Hakim bebas 
menjatuhkan pidana kepada pelaku. Dalam 
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praktek peradilan pidana, meskipun hakim 
bebas tetap terikat dengan apa yang 
didakwakan oleh penuntut umum. Namun 
hakim tidak boleh memutus apa yang tidak 
didakwakan oleh Penuntut Umum.  
4. Rumah Aman. Pemerintah menyediakan 
rumah aman bagi korban kejahatan ataupun 
kekerasan dengan fasilitas yang cukup 
memadai, dengan tujuan agar korban 
mendapatkan rasa aman serta nyaman 
ditempat tersebut. Namun dalam 
kenyataannya rumah aman yang disediakan 
oleh pemerintah masih kurang memadai 
bahkan bisa dikatakan tidak bisa 
dipergunakan. Berdasarkan pengalaman 
penulis dalam mendampingi korban KDRT 
yang membutuhkan Rumah Aman, fasilitas 
rumah aman yang disosialisasikan oleh 
pemerintah tidak dapat diakses oleh korban. 
Berbagai alasan yang diungkapkan oleh 
kepala pelayanan Departemen Sosial 
Provinsi Sulawesi Tengah, yakni: 
- Secara Teknis 
a. Tidak adanya security/satpam 
b. Tidak adanya akomodasi bagi korban 
c. Belum memiliki dokter ahli psikologi 
ataupun psikiater 
- Secara administratif 
a. Korban benar-benar merasa tidak 
aman 
b. Terdapat bukti yang menyakinkan 
bahwa korban benar-benar dalam 
posisi membutuhkan perlindungan. 
Misalnya: bukti fisik (luka lebam), 
jika dalam bentuk ancaman, benar-
benar sudah ada tindakan awal dari 
pelaku untuk melakukan ancaman 
tersebut. 
Berdasarkan beberapa alasan diatas 
dapat dilihat jelas kendala yang dialami 
korban bahwa fasilitas rumah aman yang 
disediakan oleh pemerintah ini, jika dilihat 
dari segi administratifnya tidak dapat diakses 
oleh korban KDRT, khususnya Korban 
Penelantaran Rumah Tangga. Rumah Aman 
ini hanya bersifat represif tapi tidak preventif. 
Maka kembali terjadi diskriminasi terhadap 
korban penelantaran rumah tangga. 
 
 
 
 
III. PENUTUP 
A. Kesimpulan 
1. Perlindungan terhadap korban KDRT 
khususnya korban penelantaran rumah 
tangga seharusnya diawali dari lingkungan 
keluarga dan masyarakat tempat korban 
tinggal. Selain itu, dapat menggunakan jasa 
pendampingan oleh LSM (Lembaga 
Swadaya Masyarakat) jika korban 
membutuhkan bantuan pendamping hukum 
untuk menyelesaikan kasusnya dari 
pelaporan dipihak kepolisian hingga 
putusan di pengadilan. Namun, ketika 
kasus penelataran ini dilaporkan atau 
diadukan kepada kepolisian, maka 
perlindungan selanjutnya dilakukan oleh 
pihak kepolisian. Dengan adanya Ruang 
Pelayanan Khusus maka korban kekerasan 
akan merasa lebih baik karena aparat Polisi 
yang melayani adalah seorang polisi wanita 
(Polwan) sehingga memudahkan korban 
atau pelapor untuk menceritakan kembali 
peristiwa yang dialaminya. Setelah proses 
melapor, polisi membuat berkas perkara 
yang kemudian akan dilimpahkan ke 
kejaksaan. Kemudian kejaksaan akan 
membuat dakwaan dan tuntutan yang 
akhirnya akan diputus oleh hakim di 
Pengadilan. Kemudian pihak berwajib 
dapat berkoordinasi dengan pemerintah 
untuk bersama-sama memberikan 
perlindungan terhadap korban yakni 
melalui pemberian fasilitas Rumah Aman. 
2. Kendala utama hadir dari petugas penegak 
hukum dimana petugas penegak hukum 
kurang memahami Undang-Undang 
Penghapusan Kekerasan dalam Rumah 
Tangga. Masalah Kekerasan dalam Rumah 
Tangga dianggap aib keluarga. Intepretasi 
yang berbeda dalam menggunakan UU 
PKDRT, perbedaan persepsi antar penegak 
hukum dan pemerintah sendiri yang 
mengakibatkan terhambatnya penerapan 
undang-undang ini. Perbedaan persepsi ini 
menyangkut pemahaman tentang bentuk-
bentuk kekerasan dan elemen-elemennya, 
cakupan “rumah tangga”, peran dan 
kualifikasi pendamping korban, peran 
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pemerintah, hak pelaporan oleh komunitas, 
serta pengelolaan dana denda yang harus 
dibayarkan pelaku, kemudian masih ada 
mafia kasus didalamnya. Dalam hal sarana 
prasarananya adalah ruang pelayanan dan 
aparat yang menanganinya itu sendiri yang 
terkadang bias gender. Serta fasilitas 
Rumah Aman yang kurang memadai untuk 
memberikan rasa aman terhadap korban 
KDRT. 
B. Saran  
1. Perlu diadakan sosialisasi dan pelatihan 
BHGS (Bantuan Hukum Gender Struktural) 
bagi para penegak hukum, pemerintah dan 
masyarakat tentang permasalahan 
kekerasan dalam rumah tangga, khususnya 
terhadap korban penelantaran rumah 
tangga;  
2. Dengan adanya Undang-undang No. 23 
Tahun 2004 tentang Penghapusan 
Kekerasan Dalam Rumah Tangga, 
diharapkan semua pihak dapat memahami 
keberadaan undang-undang ini, khususnya 
kepada petugas penegak hukum dapat 
mengimplementasikan undang-undang ini 
dalam menyelesaikan kasus-kasus 
kekerasan rumah tangga dengan baik 
sehingga dapat memberikan perlindungan 
kepada istri sebagai korban penelantaran 
rumah tangga. 
3. Segera mungkin pengadaan sarana dan 
prasarana bagi korban KDRT baik pihak 
aparat penegak hukum dan pemerintah, 
dalam hal ini fasilitas rumah aman. 
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